PERATURA

s

N BERSAMA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPQLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 5 TAHUN 2020
NOMOR: 1 TAHUN 2020
NOMOR; 14 TAHUN 2020

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang &  bahwa untux melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1
Tabun 2015 tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur Bupati dan
Valikala menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S5856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah penggant Undang-Undang Nomor 2 Takun 2020
tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang;

b, bahwa Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesiz Nemor 14 Tahun 2016, Nomer 01 Tahun 2016, Nomor
013/JAM1/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupali dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota sudah lidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga periu diganti;
dan

€ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, periu menetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemiiihan
Umum Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum
Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walilkota dan Wakil Walikota
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Mengingat : Undang-Undang Republik Indcnesia Nomer 8 Tahun 1881 fentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonasia Nemeor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indenesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nemor 2, Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomgr
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407},

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemillhan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagzimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeriniah pengganti Undang-
Undang Momor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang
Nomer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubarnur, Bupati dan
Wallkota menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor §512); dan

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §108); dan

6. Keputusan Presiden Republlk Indonesia Nomer 11 Tahun 2020 fentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 20719
(Covid-19).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUFATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
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KETENTUAN URMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan
1 Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat
aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdin dan unsur Bawaslu
Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawasly Kabupaten/Hola. Kepolisian Megara Repubiix
Indonesia, Kepolisian Daerah danjatau Kepelisian Resor, Kejaksaan Agung Republik
Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri

2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupali dan \Wakil Bupati, serta \Walikata dan
Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernyr

Eupati can Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan
demokratis

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republk Indonesia selanjutnya disingkat Bawaslu
adalah lembaga nenvelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

4 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi

adalah badan yang dibentuk oleh Bawas/u yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di wilayah Provinsi

5  Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawasly
Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.

8  Pengawas Pemilihan adalah Ketua/Anggata Bawaslu, Bawasiu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Pejabat pada Sekretaniat Jenderal Bawasiu, Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
Fenanganan Pelanggaran

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Peir adalah alat
Megara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,

8  HKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah
pimpinan Pelri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi Kepolisian,

9  Pegawal Negeri pada Polri adalah anggcta Polri dan Pegawai Neger Sipil pada Polri,

10.  Kejaksaan Republik Indonesia selanjulnya disebut Kejaksaan Rl adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serla
kewenangan lain berdasarkan undang-undang

11 Cabang Kejaksaan Negen berkedudukan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri
yang membawahkannya.
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' Penyidik Tindak Pidana Pemilihan adalah Penyidik dan atau Peryidik Pembantu Polri
vang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyudikan Tinda4 Pidana Pemilihan,

13 Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang tsiah
memperaleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

"4 Penuntut Umum adaiah Jaksa yang diberi wewenang olen undang-undang untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim,

15, Pembzhasan adalah kegiatan pada Sentra Gakkumdu untuk meningakianjuti
Laporan/Temuan dalam rangka penznganan dugaan Tindak Pidanz Pemilihan
berlujuan menyamakan pendapat dan mengambil keputusan.

16,  Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencar dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagal tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

17 Penyidikan adalah serangkaan tindakan Panyidix Tindak Pidana Pamilinan dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencarn serla
mengumpulkan bukti yang dengan bukli itu membuat terang tentang pidana yang terjac
dan guna menemukan tersangkanya.

18 Penuntutan adalah findaken Penuntut Umum Tindak Pidana Pemilihan untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeii yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

BAB I
ASAS DAN PRINSIP DASAR SENTRA CAKKEUMDU

Bagian Kesatu
fAsas dan Pnnsip Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 2

(1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu
oleh Sentra Gakkumdu

(2) Penangznan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan asas- asas meliputi:

a.  persamazn di muka hukum;

b praduqa tidak bersalah; dan
G legalitas
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(3) Pfgnangar.an Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksug pada ayat (1
dilaksanakan berdasarkan prnsip-prinsip meliputi;

kebenaran:

“eadilan;

kepastian

kemanfaatan hukum:

cepat:

sederhana dan biaya murah’ dan
tdak memihak

W =M a0 oK

Banian Kedua
Tujuan dan Fungsi

Pasal 3

(1) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi
penanganan Tindak Pidana Pemilihan

(2) Peraturan Bersama ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilihan, Penyidik
Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan
EBAE Il
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bersama ini meliputi
a  organisasi Sentra Gakkumdu:
1 kedudukan Sentra Gakkumdu,
2 struktur Sentra Gakkumdu; dan
3. anggeta Sentra Gakkumdu.
b penempatan Personel:
1. Pengawas Pemilihan;
2  Penydik Tindak Pidana Pemilihan: dan
3. Jaksa dan Penutug Umum
€ pofa husungan dan 1ata kena dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan:
penenmaan laporan/emuan,
pembahasan pertama
kajlan pelanggaran Pemilihan,
pembahasan kedua,
penyidikan;

pembzhasan ketiga, dan
penuntutan

b = R S AN B
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administrasi Sentra Gakkumdu
sekretanat Sentra Gakkumdu
pelatinan, sesialisasi dan publikasi
supervisi. pembinaan, dan pelaporan
anqqaran;

ketentuan lain, dan

penutup

BAB IV
ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU

Bagian Kesatu
Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 5

Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan:

a
b
£
(1]
(2)
(3)

(4}

tingkat Pusat di Bawaslu;
tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi: dan
tingkat Kahupaten/Kota di Bawas!u Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Sentra Gakkumdu Pusat berwanang menangani dugaan Tindak Pidana Pemiihan di
selurun Wilayah Negara Kesatuan Repubiik Indonesia

Senira Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan o
Wilayah Provinsi

Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana
Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam keadaan lerlenlu Senlia Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan
dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra
Gakkumdu Kabupaten/Rola.
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Bagian Kedua
Struktur Sentra Gakkumdu

Fzasal 7

(1} Struklur Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a terdir

atas

a. Penasihat Senlra Gakkumdu Pusat

b. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat;

C.  Koordinator Sentra Gakkumdu Pusat dan
d.  Anggota Sentra Gakkumdu Pusat

(2) Penasihat Sentra Gakkumdu Pusatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dijabat oleh:

a Ketua Bawaslu;
b Kepala Kepolisian Negara Republix Indonesia; dan
P Jaksa Agung Republik Indonesia.

{3) Pembina Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat
cleh;

@  Anggota Bawaslu,
b Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
¢ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

(4} Koordinater Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dijabat
cleh

2. Kcordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sebagal Ketua Koordinator
Sentra Gakkumdu,

b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara
Republik Indonesia dari unsur Polri; dan

c.  Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak
Pidana Umum Lainnya dari unsur Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasa B

[1) StrukturSentraGakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b terdiri atas:

Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi,
Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi;
Knordinator Sentra Gakkumdu Provinsi, dan
Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi.

aooTo
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\2) Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dijabat oleh:

a Ketua Bawaslu Provinsi
b Kepala Kepolisian Daeral dan
¢ Kepala Kejaksaan Tinggi

(3)  Pembina Sentra Gakkumdu Provins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dijabat ¢leh.
&  Anggota Bawaslu Provinsi;
b Direkiur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah; dan

€ Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditumjuk

(4) Keoordinator Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dijabat cleh,

a  Koorcinator Oivisi Penanganan Pelanggaran Bawasiu Provinsi sebagal Ketua
Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi:

b Kasuhdit pada Direkicrat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dan unsur
Foln, dan

€. Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan T nggi.

Pasal &

(1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota setagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ terdin atas.

FPenasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota:
Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota:
Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

ot =2

(2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut a dyabat cleh:

a. Kelua Bawaslu Kabupaten/Kota
b Kepala Kepollsian Resor; dan
c. Kepala Kejaksaan Negeri.

(3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kolz sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kuruf b dijabat aleh:

a2  Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

b Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan
¢ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
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(47 Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dijabat oleh

a

&5 T

Koordinator Divist Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai
Kelua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota

wasatresknm pada Kepolisian Resor dan

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Neger|

Bagian Ketiga
Anggola Sentra Gakkumdu

Pasal 10

(1) Anggota Sentra Gakkumdu Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri

atas:

a.
D.

e

d.

Anggota Bawasiu;

Pejabat pada Sekretanat Jenderal Bawaslu yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi di bidang penanganan pelanggaran

Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Poln yang ditunuk
sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan

Jaksz pada Direktorat Tindak Pidana terhadszp Keamanan Negara Ketertiban
Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya.

(21 Anggolz 3enira Gakkumdu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Fasal § huruf b

terdiri atas:

a. Anagqota Bawaslu Provinsi

b. Pejabat pada Sekretanizt Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan
{ugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;

c. Penydik Direktorat Reserse Kriminzl Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk
sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan: dan

d. Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebaga

Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

(2)  Anggots Sentra Gakkumdu KabupatenfKola terdin atas:

0

Anggota Bawaslu Kabupaten/<ota

Pejabat pada ©Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kola yang  ditunjuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;
Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor vang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak
Pidana Pemilihan; dan

Jaksa pada Kejaksaan Negen vang diunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam
Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 11

(1) Dalam hal Kantor Kepolisian Daerah danjatau Kejaksaan Tinggl secara geografis sulit
di;angkau dan/atau Daerah Olonom Baru yang belum memiliki Kepolisian Daerah atay
Kejaksaan Tinggi, Penyidik Tindak Fidana Pemilihan pada Kepolisian Resor atau
Peruntut Umum Tindzk Pidana Pemilinan pada Kantor Kejaksaan Negeri terdekat dapat
difungsikan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi.
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(2] Dalam hal Kantor Kepaolisian Resor danfatau Kejaksaan Negeri secara gecgrafis sulls
dijangkau dan/atau Daerah Otonom Baru yang belum memiliki Kepolisian Resar atauy
Kejaksaan Negen Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Kepolisian Sektor atau
Penuntut Umum Tindak Pidana Pemilihan pada Kartor Kejaksaan Neger terdekat dapat
difungsikan sebagal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota

(3] Dalam hal Bawaslu Frovinsi atau Bawasiu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan
tugas dikarenakan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
penanganan Tindak Pidana Pemilihan cleh Sentra Gakkumdu dilakukan oleh Penyidik
Tindak Pidana Pamilihan pada Kepolisian dan Penuntut Umum Tindak Pidana
dF’err;ilil':am pada Kejaksaan setempat bersama dengan Pengawas Pemilinan satu tingkat

1 alasnya

BAB WV
PENEMPATAN PERSCNEL

Bagian Hesatu
Fengawas Pemilinan

Pasal 12
(1) Personel Sentra Gakkumdu dari unsur Pengawas Pemilihan terdiri atas.
a Anggota Pengawas Pemilihan; dan
0. Pejabat pada Sekrelarat Pengawas Pemilihan yang melaksanakan fungsi ¢
bidang penanganan pelanggaran.

(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi'Bawaslu Kabupaten/Kota

{3) Tugas Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan
danfatau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan menindaklanjuri
temuan dan laperan tersebut.

Bagian Kedua
Fenyidik Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 13
(1) Persyaratan/kualifitasi dan kompetensi Penyidik Tindak Pidana Pemilihan yang
ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah Penyidik yang berpengalaman melakukan
penyidikan.

(2) Jumiah penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di fingkat Pusat, Provinsi
dan Katupaten/Kota masing-masing berjumian 2 (dua) crang sampai dengan & (enam)
orang

(3) Dalam hal terdapat kondisi Khusus jumlah Penyidik dapat ditambah sesuai dengan
kebutuhan.

(4) HKondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalu Rapat
Kocrdinas! Koordinator Sentra Gakkumdu Provins: dengan mempertimbangkan
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a.  Daerah yang lerdapat 2 (dua) atau lebih PoldafPoires yang berada di 1 wilayah
Kabupaten/Kota

b T}aerah yang terdapat 1 (satu) Pelda/Palres yang membawahi 2 {dua) atau lebik

wilayah Kabupaten/Keta,

Jumlah penduduk,

Letak geografis wilayah; dan

e Jumlah Kabupaten/Kota danfatau Kecamatan

an

(5) Penyidik Tindak Pidana Pamillhan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) ditunjuk dan

ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kabareskrim Polrif
Kapolda/Kapolresta/Kapoirestabes/Kapcires yang berlugas selama tahzpan
Pemilihan berlangsung.

(6] Tugas Penyidik 'I_‘ir_tdal-f. Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan

mendampingi Pengawas Pemiliban sejak penerimaan laporan/temuan dugaan Tindak
Fidana Pemilihan.

Bagian Ketiga
Jaksa

Fasal 14

——
=
—

Fersyaratan/Kualifikasi dan Kompetensi Jaksa yang ditempathan di Sentra Gakkumdu
yang berpengalaman sebagai Panuntut Umum.

(2) Jumiah Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat paling banyak
5 (enam) orang, Provinsi dan Kabupaten/Keta masing-masing berjumlan paling sediki
2 (dua) crang dan paling banyak 2 (tiga) orang.

(3) Dalam hal terdapat kondisi Khusus jumlah Jaksa dapat ditambah sesual dengan
kebutuhan.

{4) HKondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat
Kaoordinasi Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi dengan mempertimbangkan:

&  Daerah yang terdapat 2 (dugz) atau lebih KajatiKajar yang berada di 1 wilayah
Habupaten/Kota;

b Daerah yang terdapat 1 (satu) KajatifKajari yang membawahi 2 (Dua) atau lebih

wilayah Kabupaten/Kota,

Jumlah penduduk

Letak geografis wilayah dan

Jumiah Kabupaten/Kota danfatau Kecamatan.

®eo

{5]  Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilunjuk dan ditetapkan dengan Surat
Perintah darl Jaksa Agung Muda Tincax Pidana Umum/Kajat/Kajar yang berugas
selama tahapan Pemilihan berlangsung.
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Lo}

Tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Penuntulan Tindak
Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendamping
Pengawas Pemilinan sejak penenmaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana
Pemilihan

Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 15

(1) Jangka waktu Gakkudmu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sarmpal dengan berakhimya
tahapan Pemilihan yailu pengucapan sumpah/jan)i Gubernur dan Wakil Gubermur
Bupatl dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

(2) Jangka wakiu sebagaimmana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang calam hal -

a) Penanganan tindak pidana pemilihan yang sedang berjalan belum selesai,

b) Komisi Pemilihan Umum, Kemisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kola lidak melaksanakan Putusan pengadian
terhadap kasus tindak pidana pemilinan.

BAB VI

FOLA HUBUNGAN DAN TATA KERJA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMILIHAN

Bagian Kesalu
Penerima Laporan/Tamuan

Fasal 16
(1) Pengawas Pemilinan menerima Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pamilinan

(2) Penyidlk Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang targabung dalam Sentra Gakkumdu
harus mendampingi Bawaslu Provinsi atau Bawasiu Kabupaten/Kota dalam penermaan
Laporan/Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) Pendampingan yang dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) menggunakan format kelengkapan
laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

{4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan identifikasi,
verifinasi, dan konsultasi terhadap laporanftemuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana
Pemilihan

(5) Dalam hal laporanftemuan diterima, Pengawas Pemilihan membuat dan mengis: formal
laporan/temuan serta memberikan nomer serta terhadap pelapor diberikan Surat Tanda
Penerimaan Laporan,

(6) Setelah laporan/temuan ditenma, Pengawas Pemilihan didamping oleh anggota Sentra
Gakkumdu melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir
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7) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyelidikan setelah Bawaslu Pravinsi

atau Bawasiu Kabupaten/Kota mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan
Penyelidikan,

(8} F’en_\,‘:mk Tindak Pidana Pemilihan mengeluarkan Surat Perintah  Penyelidikan
verdasarkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7]

Bagian Kedua
Pembahasan Fertama

Pasal 17

(1) Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Fidana Pemilhan dan Jaksa pada Senta
Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal
'aporan/temuan diterima oleh Pergawas Pemilihan meiakukan pembahasan pertama

(2) Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilzkukan unwuk
menemukan peristiwa pidana Pemilinan, mencari dan mengumpulkan bukt-bukh serta
selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang
dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuli dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan
clen Pengawas Pemilihan dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Keordinator
Sentra Gakkumdu di sefiap tingkatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota

(4] Hasil Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
Berita Acara Pembahasan yang citandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik
Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.

Bagian Ketiga
Kajian Pelanggaran Pemilihan

Paszal 18

{1} Pengawas Pemilihan melakukan kajian pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 pada ayat (2),

{2) Dalam melakukan xajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan
dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimirtakan
keterangan dan/atau klarifikasi,

(3} Keterangan dan/atau klarfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di
bawah sumpah dan dituangkan dalam Berita Acara Kiarifikasi.

(4) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentragakkumdu
wajiv melakukan pendampingan dalam meminla keterangan dan/atau klarifikas|
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(5) Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan cleh Pengawas Pemilihan berupa
dokumen kajian laporan/temuan

(@) Jaksa melakuxan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian pelanggaran
pemilihan dan penyelidikan
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Pasal 18

Penyidik Tindak PFidana Pemilihan selelah melaksanakan penyelidikan sebagaimana
dimaksuad dalam Pasal 16 pada ayat (7) membual Laporan Hasil Penyalidikan

Bagian Keempat
Pembahasan Kedua

Pasal 20

(1) Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Ssnira
Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima} hari sejak
Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan

(2) Pembahasan kedua dilakukan untuk menenlukan |aporan/temuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau
bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti.

{3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator
Sentra Gakkumdu,

(4) Pembahasan wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas kajian Pengawas Pemilihan dan Lapoeran Hasil
Penyelidikan.

(5) Dalam hal suatu laporanftemuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilinan,
kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk mslanjutkan laporan/temuan
ke tahap Fenyidikan.

(8) Dalam hal suatu laporanftemuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan,
kesimpulan  pembahasan memutuskan untuk  menghentikan  penanganan
laporanftemuan.

(7) Hasil Pembahasan Kedua diluangkan dalam berfta acara psmbahasan yang
ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan
Jaksa

Pasal 21

{1) Hasil Pembahasan kedua. kajian dan Lapcran Hasil Penyelidikan menjadi dasar
Pengawas Pemilihan memutuskan dalam rapat pleno.

(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unfuk memutuskan apakah
laporan/temuan ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau dihentikan.

(3) Dalam hal rapat pleno memuluskan lapcranftemuan penanganan pelanggaran

Pemilihan dihentikan maka Pengawas Pemilhan memberitahukan kepada Pelapor
dengan surat disertai dangan alasan penghantian
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(4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan ditingkatkan ke
tahap Penyidikan, Pengawas Pemilihan meneruskan laporanftemuan kepada Penyidik
Polri dan menerbitkan Surat Perintah Tugas unfuk melaksanakan Penyidikan yang
ditandatangani oleh Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu
Kabupaten/Kota

(2} Penerusan laporan/temuan disertai dengan berkas perkara yang memuat:

surat pengantar;

surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikaluarkan cleh
pengawas pemilihan

daftar Isi;

laporanftemuan dugaan Tindak Fidzana Pemilihan,
hasil kajian,

laporan hasil penyelidikan;

surat undangan klarifikasi;

benta acara klarifikasi;

berita acara klarifikasi di bawah sumpah,

berita acara pembahasan pertama,

berita acara pembahasan kedua;

daftar saksi danfatau anl;

daftar terlapor,

daftar barang bukti,

barang bukti; dan

administrasi penyelidikan.

oW

TeRPI—ETTF@mean

(6] Penerusan laporan/temuan dilakukan oleh pengawas pemilihan kepada Polr di Santra
Pelayanan Kepaolisian Terpadu (SPKT).

(7) Petlugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu membual fanda terima Surat Tanda
Bukli Laporan penerimaan penerusan laporanitemuan berupa;

a. laporan polisi dengan pelaper yang telah melaper kepada pengawas pemilihan;
dan
b, surattanda bukti laporan.

Bagian Kelima
Fenyidikan

Fasal 22
(1] Penyidik Tindak Pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu melakukan Panyidikan setelah
diterbitkannya Surat Pemperitahuan Dimulainya Penyidikan oleh kocrdinater Sentra
Gakkumdu dari unsur Palri.

2] Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

(3, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan dan administrasi penyidikan lainnya yang telah ditandatangani oleh
Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Poln kepada Jaksa
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(4] Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 iempat belas)
har kerja ferhitung sejak penerusan lapcranitemuan yang diterima darn Pengawas
Pemilihan dan/atau laporan Pelisi dibuat,

(5] Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pendampingan dan monitoring terhadap
proses Penyidikan

Bagian Kesnam
Pembahasan Ketiga

Pasal 22

(1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam pembahasan
ketiga yang  dipimpin  oléeh Kelua Koordinator Sentra Gakkumdu
Provinsi/Kabupaten/Kola.

(2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses
penyidikan

(3) Pembahasan ketiga dihadiri cleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana
Femilihan, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.

(4) FPembahasan keliga dapat menghasilkan kesimpulan dilakukan penyerahan berkas
perkara kepada Penuntut Umum.

(3) Hasil pembahasan kefiga dituangkan dalam berita acara pembanhasan yang
ditandatangani oleh Pengawas Femilhan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa

Pasal 24

(1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan disertal berkas
perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
penerusan laporan/lemuan yang diterima dari Pengawas Pemilinan dan/atau laporan
Polisi dibuat.

{2) Dalam hal hasil Penyidikan belum lengkap, dalam wakiu paling lama 3 (tiga) hari kerja
penuntul umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Tindak Pidana
Pemilihan dalam Sentra Gakkumdu disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan
untuk dilengkapi.

(3) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa paling
lama 3 (tiga) han kerja sejax tanggal penerimaan berkas sebaga'mana dimaksud pada
ayat (2)

(4] Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Jaksa kepada
Fenyidik Tindak Pidana Femilihan hanya dilakukan 1 (satu) kali.

(5) Fenyerahan dan pengembalian hasi penyidikan dan berkas perkara sabagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan avat (3) dilaksanakan di Sentra Gakkumdu,
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Pasal 25

Setelan berkas perkara diterima Jaksa dan dinyatakan lengkap Penyidik Tindak Pidana
Pemilinan menyerahkan tersangka dan barang bukt kepada Jaksa

Bagian Ketujuh
Praperadilan

Pasal 26

Dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan
maka Pengawas Pemilihan, Penyidik dan/atau Penuntul Umum melakukan pendampingan
dan monitoring.

Bagian Kedelapan
Penuntutan

Fasal 27

(1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5
{ima) har kerja terhitung sejak berkas perkara ditenma darn Penyidik Tindak Fidana
Pemilihan dan surat penganiar pelimpahan yang ditandatangan! oleh Pembina Sentra
Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai ingkatan

{2} Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan,

{3) Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan,

(4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana
tuntutan dan surat tunlutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada
Fembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan,

(5] Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan
kepada Koardinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri dan Pengawas Pemilihan sesual

tingkatan.
Pasal 28

(1) Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada Pembina
Senira Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.

{2) Hasil laporan dari Pembina Sentra Gakkumdu dar unsur Kejaksaan selanjutnya
dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu.

(3) Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan paling lama 1 x 24 jam setelah Putusan
Pengadilan dibacakan untuk pengambilan sikap untuk dilakukan upaya hukum atau
menindaklanjutl putusan pengadilan.

{(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh koordinater dar unsur
Pengawas Pemilihan, koordinator dari unsur Kepolisian, dan Koordinator dan unsur
Keja<saan sesual tingkatan.

(5) Penuntut Umum mengajukan banding dan memori banding paling tama 3 (tiga) hari
selelah putusan dibacakan.
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-

(8) Dalam hal terdakwa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan.
Penuntut Umum membuat kontra memaori banding

Pasal 29
Jaksa pada Sentra Gakkumdu melaksarakan pulusan yang telah berkekuatan hukum tetap
palmg lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa dan dapat didampingi cleh
Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Pengawas Pemilihan
BAB VI
ADMINISTRAS! SENTRA GAKKUMDU
Pasal 30
(1) Administrasi Sentra Gakkumdu meliputi dokumen- dokumen yang ada pada proses
penerimaan lzporan/temuan, penanganan pelanggaran pemilihan, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pihak yang berwenang menerbitkan dan menandatangani dokumen tersebut adalah
Ketua Keordinator Sentra Galumdu, Keordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Poiri
atau Keordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.

{3) Penerbitan dan penandatanganan dokumen disesuaikan dengan kewenangannys
masing-masing.

(4) Formatformulir dalam Peraturan Bersama ini, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini

BAE Vil
SEKRETARIAT SENTRA GAKKUMDU
Pasal 31

(1) Sekretariat Sentra Gakkumdu Pusat melekat pada Sekretanat Jendera! Bawasiu yang
diangkal dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawasiu

(2] Sekretariat Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota melekat pada Sekretariat

Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Katupaten/Kota yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala Sekretanat Bawaslu Provinsi dan Bawasiu Kabupaten/Kota
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BAB 1X
PELATIHAN, SOSIALISASI, PUBLIKASI DAN KONSELING
Pasal 32
Sentra Gakkumdu Pusat melakukan pelatihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan
Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.
Pasal 32

Sentra Gaxkumdu melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Kansaling

BAB X
SUFERVISI, PEMEBINAAN, DAN PELAPORAN
Pasal 34

(1) Sentra Gakkumdu Pusat melakukan supervisi dan pembinaan ternadap Sentra
Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota

(2) Sentra Gakkumdu Frovinsi melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Sentra
Gakkumdu Kabupaten/Kota

Pasal 35

(1) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota melaporkan hasil penanganzn Tindak Pidana
Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

(2] Sentra Gakkumdu Provinsi meleporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan
kepada Sentra Gakkumdu Pusat,

BAB X|
ANGGARAN
Fasal 36

Biaya Operasional Sentra Gakkumdu dibebankan kepada Anggaran Bawasiu RI yang
bersumber dari APBN dan dapat dibantu dar APBD
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BAB Xl
KETENTUAN LAIN
Pasal 37

(1) Palaksanlaan tugas penanganan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilihan Gubemur
dan Wakil Guberur Aceh dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh,

(2 Peta}csanaar! tugas penanganan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan
Walil Bupati seria Walikota dan VWakil Walikota di Aceh dilaksanakan cleh Panilia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kots.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 30
dan Pasal 35 beraku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan tugas penanganan
pelanggaran tindak pidana yang dilakukan Panwasiih

Pasal 38

Dalam situasi pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan
waijib mengikuti standar Protokol Kesshatan.

BAB Xl

PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Bersama ini mulal berlaku, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksz Agung
Republik Indenesia Nomor 14 Tahun 2016, Nemor 01 Tahun 2016, Nomor D13/JA/1 172016
tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupali dan Wakil Bupati, serta Wallkota dan Wakil Walikota, dinyatakan dicabul dan tidak
barlaku

Pasal 40
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditstapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA JAKSA AGUNG
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd. Ttd, Ttd.
ABHAN, S.H., M.H, Drs. IDHAM AZiS, m.Si. ST. BURHANUDDIN
JENDERAL POLIS| <
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